
TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP PELAKU PENGEDAR  

UANG PALSU 

 
Topan Feriyanto /Afif Khalid /Faris Ali Sidqi 

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA) 

Email: topanginwushz@gmail.com 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap 

tindak pidana uang palsu dalam sistem hukum Indonesia dan untuk mengetahui 

bentuk tanggungjawab pidana terhadap pelaku pengedar uang palsu dalam sistem 

hukum Indonesia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan 

jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang 

menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder 

dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi 

kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan 

hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukan. Kejahatan meniru 

atau memalsukan mata uang merupakan penyerangan terhadap kepentingan 

hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah. Pada 

dasarnya pengaturan hukum yang mengatur tentang aspek-aspek mata uang dan 

kejahatan terhadap mata uang terdiri dari 2 (dua) undangundang, yaitu UU No 23 

Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No 3 

Tahun 2004 dan KUHP. Pemalsuan uang dalam hal ini uang kertas negara atau 

uang kertas bank merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kekayaan 

negara yang diatur dalam KUHP Salah satu tindak pidana yang banyak terjadi 

adalah pengedaran uang palsu. Adapun tanggung jawab pidana terhadap pelaku 

pengedar uang palsu diatur dalam Pasal 26 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 

2011 tentang Mata Uang yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang 

mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan 

rupiah palsu. Hal ini juga diatur dalam Pasal 245 KUHP yang menyebutkan 

bahwa barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas 

yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli 

dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima 

diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau 

memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan 

maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan 

tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.  
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ABSTRACT 

This study aims to determine the legal arrangements for the crime of 

counterfeit money in the Indonesian legal system and to determine the form of 

criminal responsibility against the perpetrators of counterfeit money dealers in the 

Indonesian legal system. The type of research in writing this thesis is carried out 

with normative legal research in the form of library research using 3 legal 

materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary 

legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means 

it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results 

showed. The crime of copying or counterfeiting currency is an attack on the legal 

interest in trusting money as a legal tender. Basically, the legal regulation that 

regulates aspects of currency and crimes against currency consists of 2 (two) laws, 

namely Law No. 23 of 1999 concerning Bank Indonesia as amended by Law No. 

3 of 2004 and the Criminal Code. Counterfeiting of money, in this case state 

banknotes or bank notes, is a form of crime against state assets as regulated in the 

Criminal Code. One of the most common crimes is the circulation of counterfeit 

money. The criminal responsibility for the perpetrators of counterfeit money is 

regulated in Article 26 paragraph (3) of Law number 7 of 2011 concerning 

Currencies which states that everyone is prohibited from circulating and/or 

spending rupiahs which they know are counterfeit rupiahs. This is also regulated 

in Article 245 of the Criminal Code which states that whoever deliberately 

circulates currency or banknotes issued by the State or Bank as original and not 

counterfeited currency or banknotes, even though it was imitated or counterfeited 

by himself, or at the time it was received he knew that not genuine or counterfeit, 

or whoever keeps or imports into Indonesia such currency and banknotes, with the 

intention of circulating or ordering them to be circulated as genuine and 

unfalsified currency, shall be punished by a maximum imprisonment of fifteen 

years. 
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PENDAHULUAN 

Usaha penanggulangan 

pengedaran uang palsu pada 

hakekatnya merupakan bagian usaha 

penegakan hukum pidana. 

Pengaturan kejahatan terhadap mata 

uang dan sanksi pidananya diatur 

dalam KUHP yakni pada Bab X 

pasal 244 sampai pasal 252, pasal-

pasal tersebut memuat unsur-unsur 

untuk dapat dipidananya suatu 

kejahatan terhadap mata uang dan 

sekaligus memuat sanksi pidana. 

Pengaturan tindak pidana pengedaran 

uang palsu juga terdapat dalam 

Undang-undang No. 7 Tahun 2011 

tentang Mata Uang yang tercantum 



dalam pasal 24 dan ditegaskan 

dengan sanksi nya pada pasal 34. 

Sanksi pidana yang tinggi ternyata 

tidak membuat pelaku tindak pidana 

pengedaran uang palsu jera. Tindak 

pidana pengedaran uang palsu terus 

berlangsung di Indonesia. Berbagai 

peraturan melalui Undang-undang 

sudah dikeluarkan untuk menekan 

jumlah pengedaran uang palsu, akan 

tetapi kejahatan ini selalu terjadi. 

METODE PENELITIAN 

Dalam melakukan suatu 

penelitian ilmiah jelas harus 

menggunakan metode sebagai ciri 

khas keilmuan. Metode mengandung 

makna sebagai cara mencari 

informasi dengan terencana dan 

sistimatis. Langkah-langkah yang 

diambil harus jelas serta ada batasan-

batasan yang tegas guna menghindari 

terjadinya penafsiran yang terlalu 

luas.
1
 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian hukum normatif, 

yaitu penelitian yang berfokus pada 

norma dan penelitian ini memerlukan 

bahan hukum sebagai data utama. 
                                                             

1 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, 
Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: CV.  
Rajawali), hal. 27 

2. Sifat Penelitian  

Sedangkan sifat penelitian 

yang penulis pergunakan adalah 

penelitian yang bersifat deskriktif 

analitis dalam pengertian semua 

bahan hukum yang penulis dapatkan 

akan digambarkan dan diuraikan 

kemudian dianalisa. 

3. Bahan Hukum 

a. Bahan hukum primer, yaitu

 bahan hukum yang mem

punyai kekuatan mengikat, yaitu 

berupa peraturan perundang-

undangan sepertii:
2
 

1) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik 

Indonesia 1945; 

2) Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana; 

3) Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang 

Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana 

(KUHAP). 

b. Bahan hukum sekunder adalah 

yang memberikan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer, 

meliputi buku, hasil penelitian, 

                                                             
2Bambang Sunggono, Metodologi Peneliti

an Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2003), hal. 116 



pendapat hukum, dokumen-

dokumen lain yang ada 

relefansinya dengan masalah 

yang diteliti. 

c. Bahan hukum tersier adalah 

bahan hukum penunjang yang 

memberikan petunjuk dan 

pengertian terhadap bahan 

hukum primer dan sekunder, 

meliputi kamus-kamus hukum 

atau kamus bahasa lain. 

4. Teknik Pengumpulan 

Bahan Hukum. 

Untuk menjawab permasalahan yang 

ada Peneliti melakukan pengumpulan 

bahan hukum melalui studi dokumen 

(studi kepustakaan) meliputi bahan 

hukum primer, bahan hukum 

sekunder dan bahan hukum tersier 

yakni dengan cara melakukan 

inventarisasi dan identifikasi 

terhadap sejumlah peraturan 

perundang-undangan, dokumen 

hukum, catatan hukum, hasil-hasil 

karya ilmiah dan bahan 

bacaan/literatur yang berasal dari 

ilmu pengetahuan hukum dalam 

bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil 

penelitian yang ada kaitannya tindak 

pidana pengedar uang palsu.  

PEMBAHASAN 

A. Pengaturan Hukum Terhadap 

Tindak Pidana Uang Palsu 

Dalam Sistem Hukum 

Indonesia 

Uang adalah alat untuk 

memenuhi kebutuhan manusia. 

Kebutuhan menghendaki adanya alat 

pembayaran yang memudahkan 

pertukaran barang agar pekerjaan 

dapat lebih mudah. Uang merupakan 

sesuatu yang sangat penting dalam 

kehidupan manusia ditegaskan oleh 

Iswardono sebagai berikut:
3
  

“Perjalanan sejarah peradaban 

manusia menunjukkan bahwa uang 

merupakan bagian yang integral dari 

kehidupan sehari-hari, bahkan ada 

yang berpandangan bahwa uang 

merupakan darahnya suatu 

perekonomian, mengingat di dalam 

masyarakat modern, di mana 

mekanisme perekonomian 

berdasarkan pada lalu lintas barang 

dan jasa, semua kegiatan-kegiatan 

ekonomi yang dilakukan akan 

memerlukan uang sebagai alat 

pelancar guna mencapai tujuannya.”  

Sedemikian pentingnya uang 

menyebabkan sebagian orang 

                                                             
3
 Iswardono S.P., Uang dan Bank, BPFE, 

Yogyakarta, 2004, hlm. 3.   



berusaha untuk memiliki uang 

sebanyak-banyaknya, walaupun 

dengan cara yang melawan hukum. 

Wujud dari cara-cara yang melawan 

hukum itu dapat berupa kejahatan 

terhadap mata uang itu sendiri, salah 

satunya tindakan pemalsuan mata 

uang. Kejahatan meniru atau 

memalsukan mata uang merupakan 

penyerangan terhadap kepentingan 

hukum atas kepercayaan terhadap 

uang sebagai alat pembayaran yang 

sah. 

B. Bentuk Tanggungjawab 

Pidana Terhadap Pelaku 

Pengedar Uang Palsu Dalam 

Sistem Hukum Indonesia. 

Hukum merupakan tiang utama 

dalam menggerakkan sendi-sendi 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara. Oleh karena itu salah 

satu ciri utama dari suatu negara 

hukum terletak pada 

kecenderungannya untuk menilai 

tindakan-tindakan yang dilakuka 

oleh masyarakat atas dasar peraturan-

peraturan hukum. Pembicaraan 

mengenai hukum selalu berkaitan 

dengan masalah penegakan hukum 

(law enforcement) dalam pengertian 

luas juga merupakan penegakan 

keadilan. Apabila dikongkritkan lagi, 

akan terarah pada aparat penegak 

hukum, yaitu mereka yang secara 

langsung terlibat dalam 

memperjuangkan penegakan hukum 

dan keadilan. 

Melalui media massa dan 

televisi kita dapat melihat bahwa 

pelaku tindak pidana di Indonesia 

mengalami peningkatan. Tindak 

pidana yang dilakukan tidak hanya 

tindak pidana dengan kekerasan, 

akan tetapi juga dalam modus-modus 

yang lain seperti pembajakan, 

penipuan dan pemalsuan. Salah satu 

tindak pidana yang banyak terjadi 

adalah pemalsuan uang. Oleh karena 

kenyataan seperti tersebut di atas 

maka masyarakat menjadi resah. 

Dalamrangka penegakan hukum 

pidana berkaitan dengan banyaknya 

pemalsuan uang, maka peranan 

kepolisian sangat penting. 

Mata uang yang berlaku di Indonesia 

yang diedarkan oleh Bank 

Indonesia.
4
 Di atur dalam 

UndangUndang Nomor 7 Tahun 

                                                             
4
 Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2011 tentang Mata Uang 

menyatakan bahwa BI merupakan 

satusatunya lembaga yang berwenang untuk 

mengedarkan uang rupiah kepada 

masyarakat.   



2011 tentang Mata Uang (UU Mata 

Uang). Pasal 2 ayat (1) UU Mata 

Uang yang mengatakan bahwa mata 

uang Negara Kesatuan Republik 

Indonesia adalah Rupiah. Rupiah 

memiliki ciri pada setiap rupiah yang 

ditetapkan dengan tujuan untuk 

menunjukkan identitas, membedakan 

harga atau nilai nominal, dan 

mengamankan rupiah tersebut dari 

upaya pemalsuan. Ciri khusus yang 

ada dalam rupiah diatur dalam Pasal 

5 ayat (3) dan (4) UU Mata Uang, 

dimana ciri khusus ini dimaksudkan 

sebagai pengaman dan terdapat 

dalam desain, bahan dan teknik cetak 

rupiah tersebut. Adapun sifat dari ciri 

khusus ini bersifat terbuka, semi 

tertutup, dan tertutup. Ciri khusus ini 

dipergunakan dalam rangka 

mengenali rupiah dari tindakan 

pemalsuan berupa peniruan terhadap 

mata uang.
5
 Pemalsuan mata uang 

diklasifikasikan sebagai kejahatan.
6
  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

                                                             
5
 Hassan Shadily, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, PT.Gramedia, Jakarta, 2000, hlm. 

369   
6
 Mulyanto dalam Faisal Salam, 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

Pustaka, Bandung, 2004, hlm. 84   

1. Uang adalah alat untuk 

memenuhi kebutuhan 

manusia. Kebutuhan 

menghendaki adanya alat 

pembayaran yang 

memudahkan pertukaran 

barang agar pekerjaan dapat 

lebih mudah. Uang 

merupakan sesuatu yang 

sangat penting dalam 

kehidupan manusia. 

Sedemikian pentingnya 

uang menyebabkan sebagian 

orang berusaha untuk 

memiliki uang sebanyak-

banyaknya, walaupun 

dengan cara yang melawan 

hukum. Wujud dari cara-

cara yang melawan hukum 

itu dapat berupa kejahatan 

terhadap mata uang itu 

sendiri, salah satunya 

tindakan pemalsuan mata 

uang. Kejahatan meniru atau 

memalsukan mata uang 

merupakan penyerangan 

terhadap kepentingan 

hukum atas kepercayaan 

terhadap uang sebagai alat 

pembayaran yang sah. Pada 

dasarnya pengaturan hukum 



yang mengatur tentang 

aspek-aspek mata uang dan 

kejahatan terhadap mata 

uang terdiri dari 2 (dua) 

undangundang, yaitu 

Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 1999 Tentang Bank 

Indonesia sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 

2004 dan Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana 

(KUHP). Pemalsuan uang 

dalam hal ini uang kertas 

negara atau uang kertas 

bank merupakan salah satu 

bentuk kejahatan terhadap 

kekayaan negara yang diatur 

dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana 

(KUHP) 

2. Hukum merupakan tiang 

utama dalam menggerakkan 

sendi-sendi kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara. Oleh karena 

itu salah satu ciri utama dari 

suatu negara hukum terletak 

pada kecenderungannya 

untuk menilai tindakan-

tindakan yang dilakuka oleh 

masyarakat atas dasar 

peraturan-peraturan hukum. 

Pembicaraan mengenai 

hukum selalu berkaitan 

dengan masalah penegakan 

hukum (law enforcement) 

dalam pengertian luas juga 

merupakan penegakan 

keadilan. Melalui media 

massa dan televisi kita dapat 

melihat bahwa pelaku 

tindak pidana di Indonesia 

mengalami peningkatan. 

Tindak pidana yang 

dilakukan tidak hanya 

tindak pidana dengan 

kekerasan, akan tetapi juga 

dalam modus-modus yang 

lain seperti pembajakan, 

penipuan dan pemalsuan. 

Salah satu tindak pidana 

yang banyak terjadi adalah 

pengedaran uang palsu. 

Adapun tanggung jawab 

pidana terhadap pelaku 

pengedar uang palsu diatur 

dalam Pasal 26 ayat (3) 

undang-undang nomor 7 

tahun 2011 tentang Mata 

Uang yang menyebutkan 

bahwa setiap orang dilarang 



mengedarkan dan/atau 

membelanjakan rupiah yang 

diketahuinya merupakan 

rupiah palsu. Hal ini juga 

diatur dalam Pasal 245 

KUHP yang menyebutkan 

bahwa barang siapa dengan 

sengaja mengedarkan mata 

uang atau uang kertas yang 

dikeluarkan oleh Negara 

atau Bank sebagai mata 

uang atau uang kertas asli 

dan tidak dipalsu, padahal 

ditiru atau dipalsu olehnya 

sendiri, atau waktu diterima 

diketahuinya bahwa tidak 

asli atau dipalsu, ataupun 

barang siapa menyimpan 

atau memasukkan ke 

Indonesia mata uang dan 

uang kertas yang demikian, 

dengan maksud untuk 

mengedarkan atau 

menyuruh mengedarkan 

sebagai uang asli dan tidak 

dipalsu, diancam dengan 

pidana penjara paling lama 

lima belas tahun. 

B. Saran  

1. Diharapkan adanya 

perubahan terhadap 

pengaturan hukum tentang 

tindak pidana pemalsuan 

uang dengan memperberat 

ancaman pidana terkait 

pemlasuan uang karena  

salah satu bentuk kejahatan 

terhadap kekayaan negara. 

2. Terkait dengan ancaman 

pidana terhadap pelaku 

pengedar uang palsu 

diharapkan adanya 

pengaturan khusus terkait di 

perberatnya ancama pidana 

agar dapat memberikan efek 

jera terhadap pelaku 

pengedar uang palsu guna 

menjaga ketertiban umum  
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